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Septian Nugraha, “Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana dan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, 
dibimbing oleh Slamet Sampurno dan Amir Ilyas. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Euthanasia 
dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia, serta untuk mengetahui 
pertanggungjawaban pidana dalam kasus Euthanasia. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya di Rumah 
Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar dan Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis 
menggunakan metode normatif-kualitatif melalui wawancara dan studi 
kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh diolah secara content 
analysis, yaitu mengolah data-data untuk menghasilkan kesimpulan dan 
rekomendasi, kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian 
disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.Praktik euthanasia sangat 
bertentangan dengan hak asasi manusia di Indonesia karena melanggar 
hak hidup seorang pasien yang ingin mendapatkan kesembuhan dari 
penyakitnya walaupun penyakit yang dideritanya secara medis tidak dapat 
disembuhkan. 2. Dokter yang melakukan euthanasia aktif dapat dipidana 
sesuai pasal 338, 340, dan 344 KUHP. Dokter yang melakukan 
euthanasia aktif tidak langsung dapat dipidana sesuai pasal 359. Dokter 
yang melakukan euthanasia pasif dapat dipidana sesuai pasal 345, 304, 
306 dan 531 KUHP. tetapi dokter yang bersangkutan tidak dibebani 
tanggung jawab pidana, atau mendapatkan keringanan bahkan 
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A. Latar Belakang  
Suatu keinginan kematian bagi sebagian besar umat manusia 
merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan dan kalau mungkin tidak 
dikehendaki. Namun demikian manusia terus menerus untuk tetap 
berusaha menunda kematian dengan berbagai cara dan berbagai 
kemajuan teknologi. Dengan adanya penemuan-penemuan teknologi 
modern mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat 
cepat di dalam kehidupan sosial budaya. Salah satu kemajuan teknologi 
itu adalah dibidang medis. Tetapi walaupun demikian tak seorang pun 
dapat menunda yang namanya kematian, karena semuanya itu sudah 
diatur oleh sang Pencipta, jadi siapapun tidak dapat mengetahui secara 
pasti kapan kematian itu terjadi meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi 
dibidang medis telah mengalami kemajuan dengan menggunakan alat-alat 
medis yang modern dan canggih saat ini. 
Berbicara mengenai kematian, menurut cara terjadinya, ilmu 
pengetahuan membaginya dalam tiga jenis (Triwibowo, 2014:200), 
yaituOrthothanasia (kematian yang terjadi karena suatu proses alamiah), 
Dysthanasia (kematian yang terjadi karena sesuatu yang wajar), dan 
Euthanasia (kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan 
pertolongan dokter). 
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Jenis kematian yang ketiga ini lah yaitu Euthanasia yang menjadi 
permasalahan yang sudah ada sejak para pelaku kesehatan menghadapi 
penyakit yang tidak bisa disembuhkan dimana pasien berada dalam 
keadaan sekarat dan merana yang begitu lama. Dalam situasi yang 
demikian tidak jarang pasien memintaagar dibebaskan dari penderitaan 
seperti itu atau dalam kondisi lain dimana si pasien sudah tidak sadar dan 
keluarga si pasien tidak tega melihat penderitaan berkepanjangan yang 
dialami menjelang ajalnya sehingga meminta kepada dokter untuk tidak 
meneruskan pengobatan atau bila perlu memberikan obat atau berupa 
suntikan yang dapat mempercepat kematiannya. 
Perbuatan Euthanasia ini merupakan perbuatan yang bertentangan 
dengan hukum karena merenggut nyawa manusia dengan sengaja 
memberikan zat yang dapat mengakhiri hidup pasien yang sudah tidak 
bisa lagi disembuhkan atau menghentikan pengobatan dan penanganan 
kepada pasien yang sedang menderita. Dalam hal ini dokterlah yang 
mempunyai peranan sekaligus dapat dijadikan pelaku kriminal walaupun 
dengan maksud yang baik. Apabila dalam hal ini dokter melakukan 
eutanasia selain melanggar kode etik kedokteran, maka dikenakan sanksi 
pidana yang terdapat dalam KUHP. Meskipun tidak ada kode etik perilaku 
dokter harus sesuai dengan etik masyarakat dimana ia berada, karena 
dokter sebagaimana anggota masyarakat lainnnya, selain makhluk 
individual, juga makhluk sosial, budaya dan religius. Masalah Euthanasia 
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ini begitu penting karena menyangkut hidup dan matinya pasien ditangan 
dokter yang merawatnya secara tertentu.  
Dewasa ini masalah Euthanasia belum jelas tentang 
pengaturannya di Indonesia, mungkin dikarenakan masih belum ada 
kasus tentang Euthanasia secara lengkap, sehingga pengaturannya 
dalam Undang-undang dapat ditetapkan. Suatu hal yang sebenarnya lebih 
mendasar ialah bahwa Undang-undang dan etik mempunyai tujuan yang 
berbeda satu dengan yang lain. Undang-undang terutama bertujuan untuk 
menyelesaikan konflik begitu rupa sehingga keteraturan dasar masyarakat 
tetap terjaga. Sedangkan etik mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih 
luas. Misalnya hubungan kita dengan orang lain dan bagaimana nilai-nilai 
dan ciri kepribadian kita sebaiknya dinyatakan dalam perilaku sehari-hari, 
Undang-undang tidak dapat diharapkan untuk memuat hal-hal terperinci 
seperti yang diharapkan semua orang. Dari sinilah masalah Euthanasia ini 
muncul dan menarik perhatian serta mendapat sorotan dunia terlebih-lebih 
setelah dilangsungkannya Konferensi Hukum Sedunia yang 
diselenggarakan oleh World Peace Through Law Center di Manila tanggal 
22 dan 23 Agustus 1977 (Sutarno, 2014:37), dimana dalam konferensi 
tersebut diadakan Sidang Semu mengenai hak manusia untuk mati (the 
right to die). 
Hak yang paling utama dari manusia adalah “hak untuk hidup” atau 
the right to life.Didalam pengertian untuk hidup ini tercakup pula adanya 
“hak untuk mati” atau the right to die yang telah diakui oleh dunia dengan 
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dimasukkannya kedalam Universal Declaration of Human Rights oleh PBB 
tanggal 10 Desember 1948. Sedangkan mengenai hak untuk mati karena 
tidak dicantumkan secara tegas dalam suatu deklarasi dunia, maka masih 
merupakan perdebatan dan pembicaraan dikalangan para ahli berbagai 
bidang di dunia ini. 
Ada beberapa Negara yang berpendapat bahwa masalah hidup 
dan mati itu merupakan hak dari pada Tuhan Yang Maha Esa, bukan hak 
dari pada manusia. Pada umunya pendapat ini didasarkan atas 
pertimbangan segi religius. Akan tetapi sebagian negara juga ada yang 
memperbolehkan dan mengaturnya secara jelas di dalam Perundang-
undangannya, sehingga dapat dikatakan bahwa hak untuk mati itu 
tidaklah bersifat mutlak bagi setiap orang.  
Di Indonesia hak asasi manusia ini diatur di dalam Undang-Undang 
U Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya 
disebut UUHAM) dimana didalamnya mengatur hal-hal yang menyangkut 
soal hak-hak asasi manusia secara mendasar.  
Selain UUHAM, sebenarnya sudah banyak diatur didalam UUD 
1945 dan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya. Namun 
masalahnya bahwa saat ini merupakan moral rights dan belum 
merupakan positive rights. Tantangan bagi kita semua adalah 
menggalakkan peningkatan hak-hak warga Negara Indonesia itu dari 
moral rights menjadi positive rights, sehingga baik dalam Perundang-
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undang maupun riilnya, Indonesia adalah benar-benar merupakan Negara 
hukum yang menghormati hak-hak asasi warga negaranya.  
Sehubungan dengan pembahasan mengenai hak untuk hidup dan 
hak untuk mati tersebut, maka akan terkait dengan masalah hukum 
pidana yaitu yang disebut dengan eutanasia. Untuk itu salah satu 
landasan hukum yang dipakai adalah Pasal 344 KUHP yang berbunyi : 
“barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu 
sendiri yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh 
dihukum penjara selama 12 tahun”. Sampai sekarang ini pasal tersebut 
dianggap paling mendekati dalam menyelesaikan masalah Euthanasia. 
Hak hidup harus dilindungi oleh negara terutama negara hukum. 
Itulah sebabnya negara hukum yang baik menjunjung tinggi hak asasi 
manusia. Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat 
dipisahkan. Pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu 
tujuannya yaitu melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus 
kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung 
tinggi.Menyangkut jiwa manusia dalam KUHP terdapat pada Pasal 338, 
339, 340, 341. Selain dapat membaca bunyi pasal-pasal itu sendiri, kita 
pun dapat mengetahui bagaimana pembentuk Undang-undang 
memandang jiwa manusia. Secara singkat, dari sejarah pembentukan 
KUHP dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang pada saat itu 
(zaman Hindia Belanda) menganggap jiwa manusia sebagai miliknya yang 
paling berharga, dibandingkan dengan milik manusia yang lainnya.  
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Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian ingin mengkaji 
tentang tinjauan normatif dari pandanganUndang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana mengenai 
Eutanasia di Indonesia dengan mengangkatnya sebagai skripsi yang 
berjudul: 
“EUTHANASIA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 
penulis mengemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
dalam kaitannya dengan euthanasia? 
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus 
euthanasia? 
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 
penulisan skripsi ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan mengkaji Euthanasia dalam 
hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia. 
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2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pidana 
dalam kasus euthanasia. 
2. Kegunaan Penelitan 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
sumber informasi bagi seluruh komponen masyarakat sehingga 
mereka dapat memahami bagaimana hubungan euthanasia 
dengan Undang-undang HAM dan bagaimana 
pertanggungjawaban pidana apabila terjadi kasus euthanasia. 
2. Manfaat keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan mampu 
menambah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum dan 
kesehatan serta dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 
peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian 
yang berkenaan dengan judul skripsi ini. 
3. Manfaat bagi peneliti, merupakan hal yang sangat bermanfaat 
dalam memperluas wawasan, serta merupakan salah satu 
syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum 








A. HAK ASASI MANUSIA 
1. Pengertian Hak Asasi Manusia 
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap 
manusia yang dibawa sejak lahir. Sebagai hak dasar yang dimiliki 
oleh setiap manusia maka Negara wajib memberikan perlindungan. 
Hak asasi manusia bukanlah hak yang mutlak atauabsolute. Dalam 
pelaksanaannya HAM dibatasi oleh kebebasan orang lain, moral, 
keamanan, dan ketertiban. Hak asasi manusia muncul dan menjadi 
bagian dari peradaban dunia diilhami oleh rendahnya pengakuan 
dan perlakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Indonesia 
sebagai Negara hukum sesuai dengan penjelasan UUD 1945 wajib 
memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini 
sesuai dengan ciri-ciri Negara hukum. Perkembangan pesat akan 
pengakuan dan penghargaan akan HAM di Indonesia dimulai sejak 
amandemen kedua UUD 1945 yang secara eksplisit memasukan 
ketentuan HAM menjadi bagian dari batang tubuh UUD 1945. 
Pengakuan dan penghargaan HAM di Indonesia di tindak lanjuti 
dengan upaya pemberian perlindungan hukum kepada warga 
Negara dengan didirikannya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(KOMNAS HAM) yang diikuti dengan didirikannya Peradilan HAM di 
Indonesia.  
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 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemukakan bahwa konsep 
hak asasi manusia ada dua pengertian dasar, yaitu : 
Pertama, ialah bahwa hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan 
dan dicabut adalah hak manusia karena ia seorang manusia. Hak 
adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan 
hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia 
(Natural Rights). 
 Kedua, hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang 
dibuat melalui proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, 
baik secara nasional maupun secara internasional. Dasar dari hak-hak 
ini adalah persetujuan dari yang diperintah, yaitu persetujuan dari para 
warga negara, yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata 
tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama.(Levin, 
Leach; terjemahan Ny.Nartomo; 1987). 
 Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi 
manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat 
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu 
adalah kasih karunia-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 
 Menurut John Locke (Effendi, 1994), hak adalah hak yang diberikan 
langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang alami. Artinya, hak asasi 
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manusia yang dimiliki oleh manusia sifatnya tidak dapat dipisahkan 
dari hakikatnya, sehingga besifat suci. 
 secara umum Hak Asasi Manusia adalah satu dengan harkat dan 
martabat serta kodrat manusia, sehingga disebut juga sebagai hak 
dasar (Felicia, 2008). 
 Hak asasi manusia adalah hak hukum setiap orang sebagai 
manusia. Hak-hak universal dan tersedia untuk semua orang, kaya 
atau miskin, laki-laki atau perempuan. Hak-hak tersebut dapat 
dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihilangkan. Hak asasi manusia 
adalah hak-hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak ini adalah sah. 
 Hak asasi manusia dilindungi oleh Konstitusi dan hukum nasional di 
banyak negara di dunia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau 
hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai karunia Tuhan 
Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi dan 
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak 
asasi manusia bersifat universal dan abadi. 
 Hak asasi manusia adalah hak-hak manusia tidak seperti yang 
diberikan kepadanya oleh masyarakat. Jadi bukan karena hukum 
positif, tetapi dengan martabat sebagai manusia. Manusia memilikinya 
karena ia adalah manusia (Suseno, 1987). 
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 Miriam Budiardjo membatasi gagasan hak asasi manusia sebagai 
hak asasi manusia yang telah diperoleh dan dilakukan bersamaan 
dengan lahirnya atau kehadiran di masyarakat (Budiardjo, 1998). 
2. Sejarah dan perkembangan HAM di Indonesia 
Sejarah perkembangan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia 
sudah ada sejak lama. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum 
bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini dapat kita lihat dengan 
tegas di dalam penjelasan UUD tahun 1945. Dalam negara hukum 
mengandung pengertian setiap warga negara mempunyai kedudukan 
yang sama di hadapan hukum, tidak ada satu pun yang mempunyai 
kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum. Salah satu tujuan 
hukum adalah untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan 
masyarakat. Keterkaitan antara hak asasi manusia dan hukum adalah 
keterkaitan yang erat, karena dalam pelaksanaan hak asasi manusia 
adalah masuk ke dalam persoalan hukum dan harus diatur melalui 
ketentuan hukum.  
Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sumber dari tertib 
hukum adalah Pancasila artinya dalam pembuatan suatu produk 
hukum haruslah berlandaskan dan sesuai dengan kaedah Pancasila. 
Sebagai suatu falsafah bangsa, Pancasila juga memberikan warna dan 
arah, bagaimana seharusnya hukum itu diterapkan pada masyarakat 
sehingga terciptanya suatu pola hidup bermasyarkat sesuai dengan 
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hukum dan Pancasila. Mengenai persoalan hak asasi manusia dalam 
pandangan Pancasila bahwa manusia sebagai mahkluk Tuhan 
ditempatkan dalam keluhuran harkat dan martabatnya dengan 
kesadaran mengemban kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk 
sosial yang dikaruniai hak, kebebasan dan kewajiban asasi di dalam 
kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Maka dapat 
dilihat kriteria hak asasi manusia menurut Pancasila adalah hak dan 
kewajiban asasi manusia, dimana hak dan kewajiban asasi ini melekat 
pada manusia sebagai karunia Tuhan yang mutlak diperlukan dalam 
kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.  
Di samping Pancasila sebagai landasan filosofis, perlu dilihat 
UUD tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Dalam 
membicarakan UUD tahun 1945 haruslah melihat secara keseluruhan 
artinya melihat UUD tahun 1945 dari pembukaan, batang tubuh dan 
penjelasannya. Pembukaan UUD tahun 1945 merupakan sumber 
motivasi, sumber inspirasi cita-cita hukum, cita-cita moral sebagai 
staatsfundamental norm Indonesia.  
Thomas Hobbes mengatakan bahwa setiap bangsa cenderung 
mempertahankan kehidupannya, sehinggga semua kegiatan manusia 
dan masyarakat manusia digerakkan oleh naluri dasar untuk 
mempertahankan hidup serta harkat dan martabatnya sebagai 
manusia dan bangsa (Muladi, 2004). Pandangannya ini sesuai dengan 
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bangsa Indonesia yang telah menentukan jalan hidupnya sendiri sejak 
tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak sejarah dan indikasi bahwa 
Indonesia telah melaksanakan prinsip-prinsip HAM, bahkan Indonesia 
telah melaksanakan prinsip-prinsip HAM, bahkan berperan aktif dalam 
kancah internasional baik di dalam maupun di luar forum PBB.  
Peran Indonesia dalam perjuangan hak asasi internasional 
sejalan dengan tekad bangsa Inodnesia yang tertuang dalam 
Pembukaan UUD tahun 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban 
dunia, Indonesia telah aktif dalam usaha menegakkan penghormatan 
hak-hak asasi manusia di forum internasional sesuai dengan prinsip-
prinsip PBB.  
Salah satu peran aktif di Indonesia yang penting, setelah 
diterimanya Universal Declaration of Human Rights oleh negara-
negara yang tergabung dalam PBB tahun 1948, adalah 
diselengarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 
1955 yang menghasilkan Deklarasi Bandung yang memuat pernyataan 
sikap negara-negara peserta bertekad untuk menjunjung tinggi:  
 Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang 
sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB 
 Penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas 
teritorial semua Negara 
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  Pengakuan atas persamaan derajat semua ras dan 
semua bangsa besar dan kecil 
 Tidak akan melakukan intervensi dan mempengaruhi 
urusan dalam negara lain 
  Penghormatan atas hak setiap bangsa untuk 
mempertahankan dirinya baik secara sendiri-sendiri 
maupun kolektif sesuai dengan prinsip-prinsip yang 
terkandung dalam Piagam PBB 
  Menghindarkan diri dari penggunaan cara pertahanan 
kolektif untuk kepentingan tertentu dari sikap kekuatan 
besar dan menghindarkan diri dari tindak melakukan 
tekanan terhadap negara lain 
 Menahan diri dari tindakan-tindakan atau penggunaan 
kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan 
politik setiap Negara  
 Menyelesaikan segala sengketa internasional dengan 
cara damai seperti negoisasi, konsiliasi, arbitrase atau 
pengadilan serta cara-cara lain yang dipilih oleh para 
pihak sesuai dengan ketentuam Piagam PBB  
 Menjunjung tinggi kepentingan timbal balik dan 
kerjasama internasional dan menghormati prinsip 
keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional.  
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Bagi bangsa Indonesia pelaksanaan HAM telah tercermin di 
dalam Pembukaan UUD tahun 1945 dan batang tubuhnya yang 
menjadi hukum dasar tertulis dan acuan untuk setiap peraturan hukum 
yang di Indonesia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan 
UUD tahun 1945 telah digali dari akar budaya bangsa yang hidup jauh 
sebelum lahirnya Deklarasi HAM Internasional (The Universal 
Declaration of Human Rights 1948).  
Di dunia ini terdapat perbedaan-perbedaan yang mencolok di 
berbagai bidang seperti di tingkat internasional dikenal negara maju, 
negara berkembang dan negara miskin, negara adikuasa dengan 
dunia ketiga, negara liberal dengan negara komunis dan di tingkat 
nasional pun terdapat hal-hal yang berbeda. Dalam konterks 
Pembukaan UUD tahun 1945 dapat dililhat bahwa berdirinya Negara 
Republik Indonesia adalah hasil perjuangan untuk menegakkan HAM 
Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka.  
Pembukaan UUD tahun 1945 dengan jelas mencerminkan 
tekad bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi HAM dari penindasan 
penjajah “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala 
bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus 
dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan 
perikeadilan”.  
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Sesuai dengan rumusan yang tertulis secara eksplisit dan 
berdasarkan pandangan hidup dalam masyarakat Indonesia tekad 
melepaskan diri dari penjajahan itu akan diisi dengan upaya-upaya 
mempertahankan eksistensi bangsa dengan:  
 Membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang 
melilndungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia; 
 Memajukan kesejahteraan umum  dan Mencerdaskan 
kehidupan bangsa; 
 Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  
Tujuan tersebut dilandasi oleh falsafah hukum yang menjadi 
landasan hak dan kewajiban asasi seluruh warga negara Indonesia 
yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar yang melandasi segala hukum 
dan kebijaksanaan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Hal ini 
berarti Pancasila menjadi titik tolak pikir dan tindakan termasuk dalam 
merumuskan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku 
bagi HAM. Karena Pancasila merupakan akar filosofis jiwa dan budaya 
bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki 
berbagai macam corak budaya. Dasar-dasar pemikiran dan orientasi 
Pancasila pada hakekatnya bertumpu pada dan nilai-nilai yang 
terdapat dalam budaya bangsa. Kebudayaan bangsa tersebar di 
seluruh kepulauan Indonesia yang terdiri dari kebudayaan tradisional 
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yang telah hidup berabad-abad, maupun kebudayaan yang sudah 
modern yang telah berakulturasi dengan kebudayaan lain.  
Kebebasan dasar dan hak-hak dasar yang disebut HAM yang 
melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa, hak tersebut tidak dapat diingkari. Dilihat dari pilihan yang 
telah ditetapkan bersama terutama dari Bapak Pendiri Bangsa yang 
bercita-cita terbentuknya negara hukum yang demokratis, maka jiwa 
atau roh negara hukum demokratis tersebut ada sejauh mana hak 
asasi itu dijalani dan dihormati.  
Apabila dilihat UUD sebelum diamandemen, hak asasi tidak 
tercantum dalam suatu piagam yang terpisah melainkan tersebar 
dalam beberapa pasal. Jumlahnya terbatas dan diumumkan secara 
singkat. Karena situasi yang mendesak pada kependudukan Jepang 
tidak ada waktu untuk membicarakan HAM lebih dalam. Lagipula, pada 
waktu UUD 1945 dibuat Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB belum lahir, 
HAM diatur di Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan 
dalam Batang Tubuh yaitu pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, 
pasal 30, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34. Dari kajian pasal-pasal 
tersebut dikemukakan: HAM itu meliputi hak yang bersifat klasik 
maupun yang bersifat sosial. HAM warganegara yang bersifat klasik 
terdapat dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 29 ayat (2). Yang 
bersifat sosial dirumuskan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 31 ayat (1) 
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dan pasal 24. Sedangkan rumusan dalam pasal 30 tidak termasuk 
dalam HAM yang klasik maupun yang sosial. 
HAM yang berkenaan dengan semua orang yang berkedudukan 
sebagai penduduk tidak dirumuskan dengan hak melainkan dengan 
kemerdekaan. Contohnya bunyi pasal 28 dan pasal 29 ayat (2). HAM 
yang berkenaan dengan warga negara Indonesia dengan tegas 
dikatakan “tidak”. Hal ini dapat dibaca dalam pasal 27 ayat (2), pasal 
30 ayat (1) dan pasal 31 ayat (1). Sebagian besar rakyat masih dalam 
keadaan serba kekurangan (pendidikan dan kebutuhan hidup) atau 
tidak adanya hukum atau peraturan positif aplikasi dalam kehidupan 
bernegara.  
HAM di Indonesia sebagai pemikiran paradigma tidaklah lahir 
bersamaan dengan Deklarasi HAM PBB 1948. Bahwa HAM bagi 
bangsa Indonesia bukan barang asing terbukti dengan terjadinya 
perdebatan yang terjadi dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik 
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sidang periode 
pertama BPUPKI terbagai dua yaitu, pertama berlangsung dari tanggal 
19 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Sidang periode kedua 
diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945.  
Sidang pertama BPUPKI mendengar pidato Soekarno, 
Muhammad Yamin, Soepomo, Muhammad Hatta terlihat perbedaan 
pandangan mereka mengenai konsep-konsep “kebebasan” seperti di 
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negara Barat. Di lain pihak, Muhammad Hatta khawatir jika jaminan 
kebebasan tidak dicantumkan dalam UUD, hak-hak masyarakat tidak 
akan ada artinya dihadapan negara. Kemudian masih pada masa 
sidang kedua, terjadi perdebatan langsung antara para tokoh tersebut. 
Dalam rancangan undang-undang dasar yang sedang dibahas pada 
waktu itu Muhammad Hatta tidak menemukan pasal tentang HAM dan 
kebebasan, namun Soepomo menapik Muhammad Hatta, pasal-pasal 
tersebut tidak perlu ada karena hanya akan memberikan peluang 
kepada paham individualisme bukan kekeluargaan. 
Kemudian lahirlah pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 UUD tahun 
1945. Proses perumusan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa 
sejak awal pendekatan musyawarah mufakat sudah muncul sebagai 
fakta-fakta sejarah yang menyangkut proses penyusunan pasal 28 
UUD tahun 1945 diungkapkan oleh Muhammad Yamin.  
Hak-Hak Asasi Manusia dalam UUD tahun 1945 UUD tahun 
1945 sudah memuat beberapa hak asasi manusai baik dalam 
Pembukaan maupun dalam Batang Tubuh. Di dalam pembukanya 
yaitu mulai dari alinea I sampai alinea IV semuanya mengatur tentang 
HAM, sedangkan dalam Batang Tubuh UUD tahun 1945 HAM diatur 
dalam pasal: Dalam pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa kedaulatan 
adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. 
Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa negara kita adalah 
negara yang demokratis negara yang tidak mengakui absolutisme 
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yaitu bersifat sewenang-wenang oleh sebab itu ketentuan ini mengakui 
hak manusia. Dalam pasal 27 ayat (1) yaitu pasal yang menjunjung 
tinggi hak-hak asasi manusia. Pasal ini menentukan persamaan hak di 
depan hukum dan pemerintahan, persamaan untuk memperoleh 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 
yaitu yang mengatur kebebasan untuk berkumpul, berserikat dan 
mengeluarkan pendapat.  
HAM dalam peraturan perundang-undangan yaitu:  
 Dalam KUHP yaitu hak manusia tercantum dengan 
dianutnya asas legalitas.  
 Dalam BW yang terdapat dalam pasal 1 ayat (2) anak 
yang di dalam kandungan seorang perempuan dianggap 
telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak 
menghendakinya. 
  UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman 
UU No. 8 tahun 1981 yaitu KUHAP yang mengatur 
tentang perlindungan HAM misalnya bantuan hukum, 
ganti ruhi maupun rehabilitasi.  
 UU No 9 tahun 1986 yaitu Pengadilan Tata Usaha 
Negara, di dalam undang-undang ini pengakuan dan 
perlindungan hak-hak asasi juga terdapat pengaturan 
dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa PTUN adalah 
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salah satu pelaksanaan kekuasaan bagi rakyat pencari 
keadilan terhadap sengketa TUN (Tata Usaha Negara).  
 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM UU No. 26 tahun 
2000 tentang Peradilan terhadap Pelanggaran HAM.  
Demikianlah perkembangan sejarah HAM di Indonesia dan 
pengaturan yang dibuat dalam rangka untuk menegakkan masyarakat 
damai dan sejahtera.  
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
 Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam 
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah 
delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu 
undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau 
perbuatan pidana atau tindak pidana (Ilyas, 2012:18). 
 Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk 
dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa 
hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari 
peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, 
sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan 
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ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang 
dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. 
 Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak 
Pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah: 
1. STRAFBAAR FEITadalah peristiwa pidana; 
2. STRAFBARE HANDLUNG diterjemahkan dengan 
perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum 
Pidana Jerman; dan 
3. CRIMINAL ACT diterjemahkan dengan istilah perbuatan 
kriminal 
Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri 
atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masing-masing 
memiliki arti: 
 Straf diartikan sebagai pidana dan hukum 
 Baar diartikan sebagai dapat dan boleh 
 Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, 
pelanggaran dan perbuatan. 
Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana 
atau perbuatan yang dapat dipidana (Ilyas, 2012:19). Sedangkan delik 
dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). 
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 Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana 
(Hamzah,1994:72) memberikan definisi mengenai delik, yaknisuatu 
perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman 
oleh undang-undang (pidana). 
 Lanjut Moeljatno mengartikan bahwa Strafbaarfeit  itu sebenarnya 
adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan 
perundang-undangan (Adami, 2002:72). 
 Sementara Jonkers (Adami,2002:75) merumuskan 
bahwaStrafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya 
sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (Wederrechtelijk) 
yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang 
dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.” 
 Strafbaarfeit juga diartikan oleh Pompe (Lamintang, 1997:34), 
sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) 
yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan 
oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman tehadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum. 
 Adapun Simons masih dalam buku yang sama merumuskan 
Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung 
jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah 
dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 
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2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
a. Berdasarkan Sistem KUHP 
Tindak Pidana dibedakan menjadi dua jenis yaitu kejahatan yang 
dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. 
 Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran 
adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini 
dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada 
yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana 
kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi 
dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan 
antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan 
delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga 
menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu 
hanya membahayakan in abstracto saja. 
b. Berdasarkan cara merumuskannya 
Tindak Pidana dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak 
pidana materil. 
 Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan 
yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. 
Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu 
akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak 
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pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya 
pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian ditentukan 
oleh selesainya perbuatan mengambil. 
 Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan 
yang dirumuskan itu adalah timbulnya akibat yang dilarang. Oleh 
karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah 
yang yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk 
selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh 
mana wujud perbuatan yang dilakukannya, tetapi sepenuhnya 
tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. 
Misalnya pada pasal 338 tentang pembunuhan, seorang pelaku 
kejahatan yang menyebabkan korbannya meninggal, baik itu 
dengan senjata api maupun senjata tajam dapat dipidana apabila 
terbukti bahwa seseorang kehilangan nyawa akibat perbuatannya. 
c. Berdasarkan bentuk kesalahan 
Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan 
tindak pidana dengan tidak sengaja (culpa). 
 Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung 
unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana dengan tidak 
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sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan 
dengan ketidaksengajaan atau mengandung unsur culpa. 
d. Berdasarkan macam perbuatannya 
Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana commisionis, 
tindak pidana ommisionis dan delicta commisionis per omisionem 
commissa atau tindak pidana campuran. 
 Tindak pidana commisionis atau biasa disebut dengan tindak 
pidana aktif adalah tindak pidana yang dapat terjadi karena 
melakukan suatu tindakan yang dilarang.  
Sedangkan tindak pidana ommisionis atau biasa disebut 
dengan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang terjadi 
karena tidak melakukan suatu tindakan yang harus dilakukan. 
Tindak pidana campuran adalah melakukan suatu tindakan 
yang sekaligus mencakup pengertian melakukan sambil tidak 
melakukan sesuatu tindakan yang dilarang dan diharuskan. 
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya 
Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan 
tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung 
lama/terus. 
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Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga 
untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu 
singkat saja disebut juga dengan aflopende delicten. Sebaliknya 
ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga 
terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah 
perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, 
yang disebut juga dengan voordurende delicten. 
f. Berdasarkan sumbernya 
Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak 
pidana khusus. 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang 
dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku 
II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua 
tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP seperti Undang-
Undang Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan 
sebagainya. 
g. Berdasarkan sudut subjeknya 
Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana communia dan 
tindak pidana propria. 
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Tindak pidana communia adalah tindak pidana yang dapat 
dilakukan oleh semua orang sedangkan tindak pidana propria 
adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang 
berkualitas tertentu seperti pegawai negeri pada kejahatan jabatan 
dan nakhoda pada kejahatan pelayaran dan sebagainya. 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan 
Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak 
pidana aduan. 
Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk 
dilakukannya penuntutan tidak memerlukan pengaduan dan tidak 
dapat dicabut tuntutannya. Sedangkan tindak pidana aduan adalah 
tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan diperlukan 
pengaduan dari pihak yang berhak dan tuntutannya masih dicabut 
oleh pihak yang dirugikan atau berhak. 
i. Berdasarkan berat dan ringannya pidana yang diancamkan. 
Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana pokok, tindak pidana 
diperberat dan tindak pidana diperingan. 
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara 
lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, 
sementara itu pada bentuk yang diperberat dan diperingan, tidak 
mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan 
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sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk 
pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang 
bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam 
rumusan. 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi 
Tindak pidana sangat banyak macamnya, sangat tergantung pada 
kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan 
perundang-undangan. 
k. Berdasarkan sudut berapa kali perbuatan tersebut dilakukan 
untuk menjadi suatu larangan 
Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak 
pidana berangkai. 
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya 
tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu 
kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP 
adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud 
dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai 
selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan 
secara berulang (Ilyas, 2012:34). 
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C. Kesalahan 
1. Pengertian Kesalahan 
 Pengertian kesalahan dalam hukum pidana sangat penting, karena 
dengan menentukan ada tidaknya dan macam kesalahan itu, akan 
menentukan pula berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada 
seseorang. Apalagi telah umum dianut adagium yang berbunyi: Tidak 
ada pemidanaan tanpa adanya kesalahan. Pengertian kesalahan 
dapat dilihat dari bahasa sehari-hari, moral, hukum perdata dan hukum 
pidana. Tetapi dari sudut pandang manapun, di dalam kesalahan 
selalu terkandung ketercelaan tertentu. 
 Makna kesalahan yang dianut dulu adalah memandang kesalahan 
semata-mata dari masalah keadaan psikologis (psychologis 
schuldbegrip), tetapi dengan perkembangan waktu, pemaknaannya 
agak kearah normatif (normatif schuldbegrip). Dalam pandangan 
normatif ini kesalahan didefinisikan sebagai dapat dicelanya pembuat 
tindak pidana, karena dilhat dari segi masyarakat sebenarnya dia 
dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut 
(Huda, 2006). 
 Simons menyatakan bahwa isi dari pengertian kesalahan masih 
tetap berbeda dan tidak pasti. Sebagai dasar pertanggungjawaban 
adalah kesalahan yang terdapat dalam jiwa pelaku dan hubungannya 
dengan kelakuannya yang dapat dipidana dan berdasarkan 
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kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuan itu. Menurut 
beliau kesalahan adalah merupakan unsur subyektif dari tindak pidana 
(Sianturi, 1986). 
 Sedangkan Pompe menyatakan bahwa kesalahan itu bagian dalam 
dari kehendak pelaku dan sifat melawan hukum merupakan bagian 
luarnya, artinya kesalahan merupakan kelakuan yang bertentangan 
dengan hukum, yang dapat dihindari atau seharusnya dapat dihindari, 
yaitu penggangguan ketertiban hukum yang dapat dihindarkan atau 
seharusnya dapat dihindarkan. Sedangkan sifat melawan hukum 
merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, untuk 
kelakuan mana dia dicela (Sutarno, 2014:86). 
 Menurut Schreuder, pengertian kesalahan menurut hukum pidana 
menuntut adanya tiga ciri-ciri atau unsur-unsur, yaitu: 
a. Kelakuan yang bersifat melawan hukum; 
b. Dolus atau culpa; 
c. Kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. 
 Dalam hukum pidana (Moeljatno, 2002), kesalahan dan kelalaian 
seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu 
mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat empat 
unsur yaitu; 
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); 
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab; 
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3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa 
kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa); 
4. Tidak adanya alasan pemaaf 
2. Jenis Kesalahan 
a. Kesengajaan 
 Kesengajaan adalah suatu kehendak atau keinginan untuk 
melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan 
nafsu. Simons mengatakan bahwa kesengajaan itu adalah 
merupakan kehendak, ditujukan kepada perwujudan dari suatu 
tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. 
Sarjana lain mengatakan untuk suatu akibat yang akan timbul dari 
perbuatan itu tidak mungkin secara tepat menghendakinya, 
kemungkinan terbesar hanya dapat mengharapkan atau 
memperkirakan (Lamintang, 1997). 
 Teori determinisme dan indeterminisme mengenai 
kehendak. Determinisme adalah suatu ajaran yang mengatakan 
bahwa kehendak manusia itu sebenarnya sudah ditentukan terlebih 
dahulu oleh suatu pengaruh, sedangkan indeterminisme walaupun 
mengakui adanya pengaruh dari keadaan-keadaan lingkungannya, 
namun manusia tetap dapat menentukan kehendaknya. 
 Sifat kesengajaan ada dua macam, yang pertama dolus 
malus dimana seseorang melakukan tindak pidana tidak saja hanya 
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menghendaki tindakannya itu, tetapi juga menyadari bahwa 
tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan 
pidana. Sedangkan yang kedua; kesengajaan yang mempunyai 
sifat tertentu, cukup jika hanya menghendaki tindakannya itu. 
Gradiasi kesengajaan ada tiga macam yaitu: 
a. Kesengajaan sebagai maksud, terjadinya suatu tindakan 
dan akibatnya adalah betul-betul sebagai perwujudan 
dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. 
b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, 
terjadinya akibat dari suatu tindakan yang seharusnya 
disadari oleh pelakunya yang pasti akan terjadi. 
c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau dolus 
eventualis, kesengajaan dengan kesadaran mungkin 
atau kesadaran bersyarat. Gradasinya paling rendah dan 
bahkan kadang-kadang agak sulit membedakannya 
dengan kealpaan. 
b. Kealpaan 
 Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang 
timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang 
telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi 
dikarenakan perilaku orang itu sendiri (Ilyas, 2012:83). 
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 Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan 
timbul kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya 
pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian, padahal diketahui 
bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut 
untuk terus mengembangkan ilmunya.  
Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu: 
1. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan 
perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, 
maka tidak perlu melihat akibatnya yang timbul dari 
perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 205 
KUHP; 
2. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana 
kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan 
akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat 
atau mati orang lain sebagaimana yang diatur dalam 
pasal 359,360,361 KUHP. 
3. Kesesatan atau error 
 Selain tindak pidana dolus dan culpa, Ruba’i dirujuk oleh 
Isfandyarie, mengemukakan suatu bentuk tindak pidana kesesatan 
atau error(Isfandyarie, 2006:46). Kesesatan adalah sikap batin 
pelaku yang salah memperkirakan dalam perbuatan yang 
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dilakukannya. Jenis-jenis error itu sendiri terbagi tiga yaitu error 
factie, error iuris, dan error on obyecto. 
Error factie ada dua bentuk, yang pertama adalah pelaku 
tidak bermaksud melakukan tindak pidana, tetapi ternyata 
perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur tindak pidana, 
misalnya mengambil barang milik orang lain, yang dikira tidak ada 
yang punya. Yang kedua, pelaku bermaksud melakukan tindak 
pidana, tetapi ternyata salah perkiraan, misalnya mencuri uangnya 
sendiri. 
Error iuris, kesesatan di bidang hukum, misalnya pelaku 
tidak tahu sama sekali bahwa yang dilakukan adalah melanggar 
hukum, padahal kita tahu sendiri bahwa terdapat asas hukum yang 
menyatakan semua orang telah dianggap mengetahui hukum. Dan 
yang terakhir adalah Error in objekto, kesesatan yang terkait 
dengan objek tindak pidana, misalnya salah membunuh orang. 
Dalam hal kesesatan ini sangat mungkin terjadi di kalangan 
tindakan kesehatan atau kedokteran. 
D. Informed Consent 
1. Pengertian Informed Consent 
 Informed Consent atau persetujuan tindakan medik atau 
persetujuan tindakan kedokteran yang sering disingkat dengan 
pertindik adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau 
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keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang 
akan dilakukan terhadap pasien tersebut (Triwibowo, 2014:70).  
 Penjelasan yang diberikan kepada pasien harus disesuaikan 
dengan kondisinya saat itu, mengingat pasien yang dalam keadaan 
sakit emosinya pasti tidak stabil. Seberapa banyak dan seberapa detail 
penjelasan harus dilakukan akan menjadi pertimbangan dokternya. 
 Berdasarkan doktrin Informed Consent maka yang harus 
diberitahukan adalah: 
1. Diagnosa yang ditegakkan 
2. Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan 
3. Manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut 
4. Resiko-resiko dari tindakan tersebut 
5. Konsekuensinya apabila tidak dilakukan tindakan 
6. Kadangkala biaya-biaya yang menyangkut tindakan 
tersebut. 
Menurut Leenen, isi informasi medis yang harus dikemukakan, antara 
lain: 
1. Diagnosa 
2. Terapi, dengan kemungkinan alternatif terapi 
3. Tentang cara kerja dan pengalaman tenaga medis 
4. Resiko 
5. Kemungkinan perasaan sakit ataupun perasaan lainnya 
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6. Keuntungan terapi 
7. Prognosis 
Tindakan medis yang memerlukan Informed Consent adalah: 
1. Pembedahan mayor atau minor 
2. Semua prosedur yang menyangkut lebih dari resiko 
bahaya yang ringan 
3. Semua bentuk terapi radiologi 
4. Terapi kejut listrik 
5. Semua prosedur yang berhubungan dengan percobaan 
6. Semua prosedur yang mana formulir informed concent  
dibutuhkan oleh undang-undang atau peraturan 
Informed Consent merupakan sarana legitimasi bagi tenaga 
medis untuk melakukan intervensi medis yang mengandung resiko 
serta akibat yang tidak menyenangkan, oleh karenanya hanya dapat 
membebaskan tenaga medis dari tanggung jawab hukum atas resiko 
serta akibat yang tidak menyenangkan saja. Hakikatnya , Informed 
Consent mengandung dua unsur esensial, yaitu: 
1. Informasi yang diberikan oleh tenaga medis, dan 




2. Dasar Hukum Informed Consent 
Informed Consent sebenarnya bukanlah hal yang baru, secara 
umum sejak UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pengaturan 
Informed Consent telah diatur pada Pasal 53 ayat (2) dan ayat (4). 
Pasal 53 ayat (2): “Tenaga Kesehatan dalam melakukan 
tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi 
dan menghormati hak pasien.” 
Pasal 53 ayat (4): “Ketentuan mengenai standar profesi 
dan hak pasien sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 
(2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.” 
Landasan hukum dimana setiap tindakan medis harus ada 
persetujuan tindakan mediknya termuat dalam Permenkes nomor 
585/MEN.KES/PER/IX/1989 tentang Persetujuan Medik, yang telah 
diperbarui dengan Permenkes nomor 290 tahun 2008. Informed 
Consent dianggap sebagai sesuatu yang baik, karena akan: 
1. Meningkatkan kemandirian seseorang; 
2. Melindungi pasien; 
3. Menghindari penipuan dan pemerasan; 
4. Memacu sikap teliti dan dokter; 
5. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat. 
39 
Hal tersebut diatas juga terdapat dalam undang-undang 
kesehatan yang terbaru yaitu UU No. 36 Tahun 2009 pasal 24 ayat (1) 
dan (2). Isi dari pasal itu hampir sama yaitu bahwa tenaga kesehatan 
harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, standar 
pelayanan dan standar prosedur operasional. Seperti telah disebutkan 
sebelumnya bahwa tindakan medik didasarkan pada etika sehingga 
para petugas kesehatan harus memenuhi persyaratan kode etik. 
Pasal 56 UU No. 36 Tahun 2009 mengenai perlindungan 
pasien, mengacu pada hak pasien akan Informed Consent atau 
persetujuan tindak medis. 
Ayat (1): “Setiap orang berhak menerima atau menolak 
sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan 
diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami 
informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.” 
Ayat (3): “Ketentuan mengenai hak menerima atau 
menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.” 
 Dasar hukum yang paling kuat saat ini adalah Permenkes Nomor 
290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan kedokteran. 
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3. Bentuk dan Isi Informed Consent 
 Informed Consent ada dua jenis yaitu expressed atau yang 
dinyatakan dan Implied atau tersirat (Triwibowo, 2014:78). Expressed 
berarti persetujuan ini dinyatakan secara jelas baik secara lisan 
ataupun tertulis. Sedangkan Implied berarti persetujuan ini tidak secara 
terang-terangan dinyatakan secara melainkan tersirat. Bentuk ini dapat 
diberikan dalam keadaan bisa atau normal maupun dalam keadaan 
darurat. 
 Bentuk Informed Consent yang tertulis biasanya tertuang dalam 
perjanjian baku dimana bentuk dan format telah ditentukan 
sebelumnya. Hal itu bertujuan sebagai bentuk persetujuan antara 
dokter dan pasien. 
 Yang berhak memberikan persetujuan adalah pasien yang sudah 
dewasa, dalam hal ini telah berusia 21 tahun atau telah menikah. 
Selain itu pasien harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani atau 
tidak gila. Pada pasien yang belum cukup umur maka yang 
memberikan persetujuan adalah orang tuanya. Bagi pasien yang 
berada dibawah pengampuan maka Informed Consent diberikan oleh 
walinya. 
 Informed Consent dalam bentuk baku bertujuan untuk 
memperlancar kinerja rumah sakit dan tenaga medik dalam melakukan 
pelayanan medik terhadap pasien. Bentuk ini dianggap memudahkan 
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karena jumlah pasien di rumah sakit yang banyak, yang tidak 
memungkinkan untuk membuat kesepakatan satu persatu dengan 
pasien. Bentuk baku di rumah sakit bertujuan pula untuk 
mempermudah administrasi terutama dalam mencari data atau 
informasi tentang pasien saat diperlukan terlebih jika terjadi sengketa 
antara dokter dan pasien. 
 Pada tindakan medik yang rutin dan tidak invasif, dokter dan 
perawat rumah sakit meminta Informed Consent secara lisan. Contoh 
untuk hal seperti ini dapat kita lihat saat memeriksa tekanan darah, 
suhu tubuh dan menghitung denyut nadi. Ada kalanya pertindik 
diberikan secara tersirat oleh pasien. Misalnya saat dokter hendak 
menyuntik pasien dan pasien membuka pakaian yang menutupi 
tempat yang akan disuntik maka dari tindakan itu pasien dianggap 
telah memberikan persetujuan. 
 Secara umum, para dokter di rumah sakit harus selalu meminta 
Informed Consent terlebih dahulu dari pasien, sebelum melakukan 
tindakan medis kepadanya. Namun ada pengecualian terhadap 
keharusan meminta Informed Consent dari pasien, yaitu saat pasien 
dalam keadaan gawat darurat, dimana dokter tidak mempunyai waktu 
yang cukup karena harus segera melakukan tindakan untuk 
menyelamatkan nyawa pasien yang bersangkutan. 
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E. Rekam Medis 
 Menurut Pasal 1 butir a: Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 
749/MENKES/PER/XII/1989 tentang Rekam Medis atau medical record, 
rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang 
identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain 
kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. 
 Yang dimaksud dengan sarana pelayanan kesehatan ialah tempat 
yang digunakan untuk menyelanggarakan upaya kesehatan baik untuk 
rawat jalan maupun rawat inap yang dikelola oleh pemerintah maupun 
swasta. 
 Dengan meningkatnya kerumitan sistem pelayanan kesehatan di 
Indonesia, rekam medis semakin penting kegunaannya. Rekam medis 
besar pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan suatu sarana kesehatan 
kepada pasiennya. Menurut pasal 14 peraturan Menkes RI 
No.749/MENKES/PER/XII/1989, rekam medis dapat dipakai sebagai: 
1. Dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, 
2. Bahan pembuktian dalam perkara hukum, 
3. Bahan penelitian dalam pendidikan, 
4. Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan, dan 
5. Bahan untuk menyiapka statistik kesehatan. 
Rekam medis untuk pasien rawat jalan sekurang-kurangnya harus 
berisi identitas pasien, anamnesis atau wawancara untuk mengarah ke 
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pemeriksaan medis, diagnosis atau nama penyakit yang didapat dari 
pemeriksaan, dan tindakan atau pengobatan yang diberikan kepada 
pasien. 
Untuk pasien rawat inap, isi rekam medisnya harus selengkap 
mungkin, sekurang-kurangnya harus berisi: identitas pasien, anamnesis, 
riwayat perjalanan penyakit, hasil pemeriksaan laboratorium dan 
pemeriksaan penunjang lainnya, seperti foto rontgen, hasil ultra sonografi 
dan sebagainya, diagnosis penyakit, persetujuan tindakan medik, 
tindakan/pengobatan yang telah dilakukan, catatan perawat, catatan 
observasi klinis dan hasil pengobatan, resume akhir, dan evaluasi 
pengobatan. 
F. Rahasia Medis 
Rahasia Medis adalah adalah segala sesuatu yang dianggap rahasia 
oleh pasien yang terungkap dalam hubungan medis antara dokter dan 
pasien baik yang diungkapkan secara langsung oleh pasien (subjektif) 
maupun yang diketahui oleh dokter ketika melakukan pemeriksaan fisik 
dan penunjang (objektif). Rahasia medis ini juga sering disebut sebagai 
rahasia jabatan dokter yang timbul karena menjalankan tugas 
profesionalnya sebagai dokter. 
       Rahasia medis merupakan hak pasien yang harus dilindungi dan 
dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara pelayanan kesehatan. 
Pelanggaran terhadap hak pasien ini merupakan sebuah kejahatan yang 
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dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Perlindungan terhadap hak 
rahasia medis ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan 
antara lain: 
1. Pasal 57 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kondisi kesehatan 
pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara 
pelayanan kesehatan 
2. Pasal 48 UU Nomor  29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 
mengatakan bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam 
melaksanakan praktek kedokterannya wajib menyimpan rahasia 
kedokteran 
3. Pasal 32 (i) UU Nomor 44 Tentang Rumah Sakit mengatakan 
bahwa hak pasien untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan 
penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya 
        Pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut 
diancam pidana kurungan badan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 
322 KUHP yang mengatakan bahwa "barang siapa yang dengan sengaja 
membuka rahasia yang wajib ia simpan karena jabatannya atau karena 
pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, dihukum dengan 
hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-
banyaknya sembilan ribu rupiah”. 
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       Rahasia medis ini hanya dapat dibukan oleh rumah sakit, dokter dan 
tenaga kesehatan lainnya dalam hal telah mendapatkan persetujuan dari 
pasien yang bersangkutan, demi untuk kepentingan orang banyak atau 
untuk kepentingan penegakan hukum.  
        Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka semua rahasia medis 
yang tertuang dalam rekam medik adalah menjadi hak sepenuhnya dari 
pasien yang bersangkutan dan oleh sebab itu maka berkas rekam medik 
perlu di jaga kerahasiaanya agar tidak dengan mudah di baca oleh pihak-
pihak yang tidak berkompeten untuk mengetahui rahasia medis pasien 
tersebut. Di beberapa negara yang menganut kebebasan mutlak 
melaksanakan perlindungan rahasia medis dengan sangat ketat, sehingga 
rekam medis menjadi sangat konfidensial. Seorang suami tidak dengan 
mudah mendapatkan isi rekam medis istrinya ataupun sebaliknya jika oleh 
suami atau istri tersebut menyatakan bahwa hal tersebut konfidensial bagi 
pasangannya. Sebegitu ketatnya perlindungan rahasia medis tersebut, 
terkadang sampai meninggalpun rahasia tersebut tetap tersimpan rapi. 
G. Pengobatan Paliatif 
 Pada pasien yang menderita suatu penyakit, maka pengobatan 
yang diberikan dapat berupa pengobatan kuratif, yaitu pengobatan untuk 
menyembuhkan penyakitnya, dan pengobatan simtomatis, yaitu 
pengobatan untuk mengurangi atau menghilangkan gejalanya. 
Pengobatan Simtomatis ini lebih dekat dengan pengobatan Paliatif, 
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Pengobatan paliatif diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien 
yang menderita penyakit yang serius atau membahayakan jiwa. 
 Pengobatan Paliatif tidak ada batas waktu sampai kapan harus 
dirawat di rumah sakit, karena hanya mengobati gejala penyakit saja 
sambil menunggu kematian. Jangka waktu perawatan bisa sangat lama, 
dan tentunya memerlukan biaya sangat besar baik untuk ongkos 
penginapan, obat-obatan, tenaga medis dan paramedis. Selain itu 
keluarga juga akan sangat direpotkan, karena harus menunggu siang 
maupun malam, sehingga harus meninggalkan rumah, keluarga dan 
pekerjaan, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk transport dan lain-
lain. 
 Tujuan dari pengobatan Paliatif adalah mencegah atau merawat 
sedini mungkin gejala-gejala penyakit, dan efek samping yang disebabkan 
dari pengobatan penyakit tersebut, serta masalah-masalah psikologis, 
sosial dan spiritual yang terkait dengan penyakit atau pengobatannya. 
Pengobatan ini juga bisa disebut pengobatan untuk menyamankan, 
pengobatan suportif dan penanganan gejala. 
 Keadaan yang sering berhubungan dengan perawatan paliatif atau 
eutanasia pasif antara lain penyakit kanker ganas stadium akhir, penyakit 
HIV/AIDS dan pasien yang koma dalam jangka waktu yang sangat lama 




1. Pengertian Euthanasia 
Euthanasia secara terminologis berasal dari bahasa Yunani 
yaitu eu dan thanasia yang berarti kematian yang baik (said, 1989). 
Dalam bahasa inggris sering disebut mercy killing. Sedangkan 
Encyclopedia American menyebutkan bahwa Euthanasia adalah 
praktik untuk mengakhiri hidup agar bisa membebaskan seseorang 
dari penderitaan yang tidak dapat disembuhkan. Di Belanda 
disebutkan bahwa Euthanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan 
suatu usaha untuk memperpanjang hidup seseorang pasien atau 
sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpendek atau 
mengakhiri hidup seorang pasien, dan semua ini dilakukan khusus 
untuk kepentingan itu sendiri (Triwibowo, 2014:200). 
Euthanasia dalam oxford english dictionary dirumuskan sebagai 
kematian yang lembut dan nyaman, dilakukan terutama dalam kasus 
penyakit yang penuh penderitaan dan tak tersembuhkan. 
Menurut Kamus Kedokteran Dorland (Triwibowo,2014:200), 
Eutanasia mengandung dua pengertian. Pertama, suatu kematian 
yang mudah atau tanpa rasa sakit. Kedua, pembunuhan dengan 
kemurahan hati, pengakhiran kehidupan seseorang yang menderita 
penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan sangat menyakitkan 
secara hati-hati dan disengaja. 
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Arti Harafiahnya sama dengan good death atau easy death. 
Sering pula disebut mercy killing karena pada hakekatnya Eutanasia 
merupakan tindakan pembunuhan atas dasar kasihan. Tindakan ini 
dilakukan semata-mata agar seseorang meninggal lebih cepat, dengan 
esensi: 
1.Tindakan menyebabkan kematian 
2. Dilakukan pada saat seseorang itu masih hidup 
3. Penyakitnya tidak ada harapan untuk sembuh 
4. Motifnya belas kasihan karena penderitaan 
5. Tujuannya mengakhiri penderitaan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Eutanasia merupakan 
tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk, (baik orang 
ataupun hewan peliharaan) yang sakit berat atau luka parah dengan 
kematian yang tenang dan mudah atas dasar kemanusiaan. 
Menurut istilah kedokteran, Eutanasia berarti tindakan untuk 
meringankan kesakitan atau penderitaan yang dialami oleh seseorang 
yang akan meninggal, juga berarti mempercepat kematian seseorang 
yang berada dalam kesakitan dan penderitaan yang hebat menjelang 
kematiannya. Kode Etik Kedokteran Indonesia menggunakan 
Eutanasia dalam tiga arti: 
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1. Berpindahnya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa 
penderitaan, buat yang beriman dengan nama Tuhan di 
bibir. 
2. Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit 
dengan memberi obat penenang 
3. Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang sakit dengan 
sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya. 
2. Sejarah Eutanasia 
 Eutanasia telah banyak dilakukan sejak jaman dahulu dan banyak 
memperoleh dukungan tokoh-tokoh besar dalam sejarah, seperti Plato, 
yang mendukung tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang 
untuk mengakhiri penderitaan dari penyakit yang dialaminya; 
Aristoteles yang membenarkan adanya membunuh anak yang 
berpenyakit dari lahir dan tidak dapat hidup menjadi manusia yang 
perkasa; Phytagoras dan kawan-kawan menyokong perlakuan 
pembunuhan pada orang-orang yang lemah mental dan moral. 
Eutanasia juga pernah dilaporkan terjadi di India dan Sardinia. Bahkan 
dalam perang dunia kedua, Hitler memerintahkan untuk membunuh 
orang-orang sakit yang tidak mungkin disembuhkan dan bayi-bayi 
yang lahir dengan cacat bawaan. 
Hippokrates pertama kali menggunakan pengertian Eutanasia 
pada “sumpah Hippokrates” yang ditulis pada masa 400-300 SM. 
Sumpah tersebut antara lain berbunyi: “Saya tidak akan menyarankan 
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dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun 
meskipun telah dimintakan untuk itu”. Kenyataan praktik-praktik 
Eutanasia zaman dahulu kala dapat ditemukan, misalnya di India 
pernah dipraktikkan suatu kebiasaan untuk melemparkan orang-orang 
tua ke dalam sungai Gangga dan di Sardinia orang tua dipukul hingga 
mati oleh anak laki-laki tertuanya di zaman purba (Sutarno, 2014:33). 
Sejak Abad ke- 19, Eutanasia telah memicu timbulnya 
perdebatan dan pergerakan di wilayah Amerika Utara dan di Eropa. 
Pada tahun 1828 Undang-Undang  anti Eutanasia mulai diberlakukan 
di negara bagian New York, yang pada beberapa tahun kemudia 
diberlakukan pula di beberapa negara bagian yang lain. Setelah masa 
perang saudara, beberapa advokat dan beberapa dokter mendukung 
dilakukannya Eutanasia secara sukarela. 
Kelompok-kelompok pendukung Eutanasia mulanya terbentuk 
di Inggris pada tahun 1935 dan di Amerika pada tahun 1938 yang 
memberikan dukungannya pada pelaksanaan eutanasia Agresif, 
walaupun demikian perjuangan untuk melegalkan Eutanasia tidak 
berhasil di Amerika maupun Inggris. Pada tahun 1937, Eutanasia atas 
anjuran dokter dilegalkan di Swiss sepanjang yang bersangkutan tidak 
memperoleh keuntungan daripadanya. 
Pada era yang sama, pengadilan Amerika menolak beberapa 
permohonan dari pasien yang sakit parah dan beberapa orang tua 
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yang memiliki anak cacat yang mengajukan permohonan Eutanasia 
oleh dokter sebagai bentuk “pembunuhan berdasarkan belas kasihan”. 
Pada tahun 1939 pasukan Nazi Jerman melakukan suatun tindakan 
kontroversial dalam suatu program Eutanasia terhadap anak-anak 
dibawah umur tiga tahun yang menderita keterbelakangan mental, 
cacat tubuh, ataupun gangguan lainnya yang menjadikan hidup 
mereka tidak berguna. Program ini dikenal dengan nama Aksi T4 atau 
Action T4 yang pada masa berikutnya diberlakukan juga terhadap 
anak-anak usia diatas tiga tahun dan para orang jompo atau lansia. 
Setelah dunia menyaksikan kekejaman Nazi dalam melakukan 
kejahatan Eutanasia, pada era tahun 1940 dan 1950 maka 
berkuranglah dukungan terhadap Eutanasia, terlebih-lebih lagi 
terhadap tindakan Eutanasia yang dilakukan secara tidak sukarela 
ataupun karena disebabkan oleh cacat genetika. Uruguay 
mencantumkan kebebasan praktik Eutanasia dalam undang-undang 
yang telah berlaku sejak tahun 1933. Di beberapa negara Eropa, 
praktik Eutanasia bukan lagi kejahatan kecuali di Norwegia yang sejak 
1902 memperlakukannya sebagai kejahatan khusus (Sutarno, 
2014:34). 
Di Amerika serikat, bunuh diri atau membiarkan dirinya dibunuh 
adalah melanggar hukum, satu-satunya negara yang dapat melakukan 
tindakan Eutanasia bagi para anggotanya adalah Belanda. Anggota 
yang telah diterima dengan persyaratan tertentu dapat meminta 
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tindakan Eutanasia atas dirinya. Ada beberapa warga Amerika Serikat 
yang menjadi Anggotanya. Dalam praktik Medis, biasanya tidak 
dilakukan Eutanasia Aktif, akan tetapi mungkin ada praktik-praktik 
medis yang dapat digolongkan ke dalam Eutanasia Pasif. 
Di Indonesia, upaya pengajuan permohonan euthanasia ini 
pernah terjadi di penghujung 2004, suami Ny. Again mengajukan 
permohonan euthanasia ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk 
mengakhiri penderitaan istrinya, namun permohonan itu ditolak oleh 
pengadilan. Menurut pakar hukum pidana Indriyanto Seno 
Adji,  tindakan euthanasia harus memenuhi persyaratan medis dan 
bukan karena alasan sosial ekonomi. Menurutnya, sifat limitatif ini 
untuk mencegah agar nantinya pengajuan euthanasia tidak sewenang-
wenang.  
 Jadi, Eutanasia memang dilarang di Indonesia, terutama untuk 
Eutanasia aktif dapat dipidana paling lama 12 (dua belas) tahun 
penjara. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak mudah menjerat pelaku 
eutanasia pasif yang banyak terjadi. 
3. Jenis-Jenis Eutanasia 
Menurut ahli hukum kedokteran Dr. Veronica Komalawati, 
S.H.,M.H., Eutanasia dapat dibedakan menjadi: 
1. Eutanasia Aktif 
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Yaitu tindakan secara sengaja yang dilakukan dokter 
atau tenaga kesehatan lain untuk memperpendek atau 
mengakhiri hidup si pasien. Misalnya, memberi tablet 
sianida atau menyuntikkan zat-zat berbahaya ke tubuh 
pasien. 
2. Eutanasia Pasif 
Dokter atau tenaga kesehatan lain secara sengaja tidak 
(lagi) memberikan bantuan medis yang dapat 
memperpanjang atau memperlama hidup pasien. 
Misalnya tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien 
yang mengalami kesulitan dalam pernapasan atau tidak 
memberikan antibiotika kepada penderita pneumonia 
berat, dan melakukan kasus malpraktik. Disebabkan 
ketidaktahuan pasien dan keluarga pasien, secara tidak 
langsung medis melakukan eutanasia dengan mencabut 
peralatan yang membantu pasien untuk bertahan hidup. 
3. Autoeutanasia 
Seorang pasien menolak secara tegas dengan sadar 
untuk menerima perawatan medis dan ia mengetahui 
bahwa itu akan memperpendek atau mengakhiri 
hidupnya dengan penolakan tersebut, ia membuat 
sebuah codicil (pernyataan tertulis). Autoeuthanasia pada 
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dasarnya adalah euthanasia atas permintaan sendiri 
(APS). 
Sedangkan Frans Magnis Suseno membagi Euthanasia menjadi 
empat (Triwibowo, 2014:205) yaitu: 
1. Eutanasia Murni 
Yaitu usaha untuk meringankan kematian seseorang 
tanpa memperpendek kehidupannya. Di dalamnya 
termasuk semua usaha perawatan agar yang 
bersangkutan dapat mati dengan baik. 
2. Eutanasia Pasif 
Tidak dipergunakannya semua kemungkinan teknik 
kedokteran yang sebenarnya tersedia untuk 
memperpanjang kehidupan. 
3. Eutanasia tidak langsung 
Usaha meringankan kematian dengan efek samping 
bahwa pasien mungkin mati dengan lebih cepat. Di 
dalamnya termasuk pemberian segala macam obat 
narkotik, hipnotik dan analgetika yang mungkin dapat 
memperpendek kehidupan walaupun hal tersebut tidak 
disengaja. 
4. Eutanasia aktif 
Proses kematian diringankan dengan memperpendek 
kehidupan secara terarah dan langsung. Ini yang disebut 
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sebagai mercy killing. Dalam hal ini masi perlu dibedakan 
apakah pasien menginginkannya atau tidak berada 
dalam keadaan dimana keinginannya dapat diketahui. 
Dilihat dari orang yang membuat keputusan Eutanasia dibagi menjadi : 
1. Voluntary Euthanasia 
Jika yang membuat keputusan adalah orang yang sakit 
dan atas kemauannya sendiri. 
2. Involuntary Euthanasia 
Jika yang membuat keputusan adalah orang lain seperti 
pihak keluarga atau dokter karena pasien mengalami 
koma medis. 
Bila ditinjau dari cara pelaksanannya, Eutanasia dapat dibagi menjadi 
dua kategori (Triwibowo, 2014:206) : 
1. Eutanasia Agresif 
Suatu tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh 
dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk 
mempersingkat atau mengakhiri hidup seorang pasien. 
Euthanasia Agresif dapat dilakukan dengan pemberian 
suatu senyawa yang mematikan, baik secara oral 
maupun melalu suntikan. Salah satu contoh senyawa 
mematikan tersebut adalah tablet sianida. 
2. Eutanasia Non Agresif 
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Disebut juga sebagai Euthanasia Otomatis, yaitu kondisi 
dimana seseorang pasien menolak secara tegas dan 
sadar untuk tidak menerima perawatan medis meskipun 
mengetahui bahwa penolakannya akan memperpendek 
atau mengakhiri hidupnya. Penolakan tersebut diajukan 
secara resmi dengan membuat sebuah codicil 
(pernyataan tertulis). 
Ditinjau dari sudut pemberian izin maka Euthanasia dapat digolongkan 
menjadi tiga yaitu (Triwibowo, 2014:207) : 
1. Eutanasia di luar kemampuan pasien 
Suatu tindakan Euthanasia yang bertentangan dengan 
keinginan si pasien untuk tetap hidup. Tindakan 
Euthanasia semacam ini dapat disamakan dengan tindak 
kejahatan pembunuhan. 
2. Eutanasia secara tidak sukarela 
Hal ini terjadi apabila seseorang yang tidak berkompeten 
atau berhak untuk mengambil suatu keputusan misalnya 
statusnya hanyalah seorang kerabat jauh dari si pasien. 
3. Euthanasia secara sukarela 
dilakukan atas persetujuan si pasien sendiri. 
Selain Eutanasia, Leenen (Danny Wiradharma, 1996:134), 
menyebut ada keadaan yang mirip tindakan Eutanasia, tetapi bukan 
57 
Eutanasia, dan keadaan ini disebutnya sebagai Pseudo-Euthanasia 
atau Eutanasia Semu, yang dirinci menjadi empat keadaan : 
1. Mati batang otak (Pasien mengalami kehidupan vegetatif), hidup 
seperti tumbuh tumbuhan, karena memperoleh tindakan suportif 
dengan bantuan mesin. 
2. Keadaan darurat yang tidak dapat diatasi karena keterbatasan 
pelayanan kesehatan yang ada, misalnya pada kejadian-
kejadian luar biasa seperti bencana alam. 
3. Penghentian tindakan/perawatan medis yang tidak ada gunanya 
lagi berdasarkan kriteria ilmu kedokteran. 
4. Penolakan perawatan medis. 
Dalam kongres sedunia tentang Hukum Kedokteran di Gent, Belgia 
pada tahun 1979, ZP Separovic mengemukakan beberapa kategori 
berkaitan dengan Eutanasia sebagai berikut : 
1. No assistance in the process of death without the intention to 
shorten life 
2. Assistance in the process of death without the intention to 
shorten life 
3. No assistance in the process of death with the intention to 
shorten life 





Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif 
Undang-Undang HAM dan Hukum Pidana terhadap Eutanasia.Oleh 
karena itu pendekatan yang digunakan terhadap masalah ini tidak dapat 
terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan.Menurut Barda 
Nawawi Arief (Nawawi, 1996),pendekatan kebijakan mencakup pengertian 
yang saling tali menali antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, 
pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis serta 
pendekatan yang berorientasi pada nilai.Penelitian ini difokuskan pada 
penelitian terhadap substansi hukum yang berkaitan dengan penerapan 
Eutanasia terhadap pasien di Indonesia, baik hukum positif yang berlaku 
sekarang (ius constitutum) maupun hukum yang dicita-citakan (ius 
constituendum). 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat, yang berkaitan 
dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi 
ini, maka dipilih lokasi penelitian di kota Makassar, yaitu RS Tadjuddin 
Chalid Makassar dan perpustakaan fakultas hukum Universitas 
Hasanuddin. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut, karena 




B. Metode Pendekatan  
Penelitian tentang penerapan Eutanasia terhadap pasien dihubungkan 
dengan UU No 39 Tahun 1999  ini menggunakan pendekatan yang 
bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data 
sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai 
seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam hukum59 
perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. 
Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan 
dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum 
normatif(Soekanto, 2004) atau kepustakaan ini mencakup: 
1) penelitian terhadap asas-asas hukum;  
2) penelitian terhadap sistematika hukum; 
3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukumdan horizontal;  
4) perbandingan hukum; dan  
5) sejarahhukum. 
C. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, 
yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena hukum 
yang menjadi pokok permasalahan.Suatu penelitiandeskriptif 
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dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 
korban, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soekanto, 1986). 
D. Sumber Data 
Penelitian hukum yang bersifat hukumnormatif selalumenitikberatkan 
pada sumber data sekunder.Data sekunder pada penelitian dapat 
dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 
dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, bersumber dari data 
sekunder sebagai berikut:  
a.Bahanhukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 
sepertiUndang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
b.  Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-undang No.23 
Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-undang No.29 tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran, UU No.36 tahun 2009 tentang 
kesehatan, makalah-makalah 60okum kesehatan, dan lain-lain.  
c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 
seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Inggris-Indonesia, 
Kamus Hukum Kesehatan dan kamus hukum.  
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E. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian 
pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian 
(Soemitro, 1990) 
Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, teknik pengumpulan data terdiri dari 
studi kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan 
penggunaan daftar pertanyaan (kuisioner). Berdasarkan ruang lingkup, 
tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah studi kepustakaan. 
F. Analisa Data  
Data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan 
dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan 
perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari 
peraturan-peraturan yang ada sebagai normahukum positif, sedangkan 









A. Euthanasia dihubungkan dengan Undang-undang HAM 
Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia LN No.165 Tahun 1999, TLN No.3886 pada Pasal 1 angka 1 Bab 
1 tentang Ketentuan umum menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat 
dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha 
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati , dijunjung tinggi 
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 
kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi 
Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Hak 
Asasi Manusia selain dilindungi negara, juga dilindungi dalam Undang-
undang Nomor 39 Tahun 1999 LN no. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886 
tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut: 
 Pasal 4 menyebutkan bahwa:  
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan 
pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk 
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, dan 
persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut 
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun 
dan oleh siapapun.” 
   
Pasal 9 menyebutkan bahwa: 
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1. Setiap orang berhak untuk hidup, 
mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf 
kehidupannya. 
Pasal 33 ayat 2 menyebutkan bahwa: 
“Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan 
paksa dan penghilangan nyawa.” 
Pada dasarnya, pasal di atas justru menghargai dan mengedepan 
kan hak asasi manusia untuk hidup, bukan sebaliknya. Sesuai dengan 
hasil wawancara dengan dr. Tom Adriani, M.Kes., Sp.B , Kepala bagian 
bedah RS Tadjuddin Chalid Makassar, menyatakan bahwa seorang dokter 
seharusnya paham dan mengerti bahwa tindakan Euthanasia merupakan 
suatu pelanggaran HAM di Indonesia meskipun tindakan euthanasia itu 
sendiri didasari oleh penghargaan terhadap HAM seseorang yaitu berhak 
untuk menentukan hidupnya sendiri (sef determination) dan berhak untuk 
tidak tersiksa. 
Selain itu, hak asasi manusia tentang hak untuk hidup juga 
dilindungi dalam Undang-undang Nomor 12  Tahun 2005, TLN. No. 4558 
tentang Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik. 
Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa: 
“Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang 
melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh 
hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak 
hidupnya secara sewenang-wenang.” 
Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa: 
“Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan 
pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau 
ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang 
pun dapat dirampas kebebasannya kecuali 
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berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai 
dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.” 
Berdasarkan pasal di atas hak asasi manusia, yaitu hak untuk 
hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar 
dan melekat pada setiap diri manusia secara kodrati, berlaku universal 
dan bersifat abadi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Di 
Indonesia, hak asasi manusia selain dilindungi oleh Undang-undang 
nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-undang nomor 12 Tahun 2005 juga 
dilindungi dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yakni: 
  Pasal 28A menyebutkan bahwa: 
“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 
mempertahankan hidup dan kehidupannya.” 
  Pasal 28I ayat 1 menyebutkan bahwa: 
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, 
hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 
pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas 
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun.” 
Namun, apabila masalah muncul dan berkembang ketika 
menyentuh hak dasar pasien, yaitu hak untuk menentukan diri sendiri 
adalah hak yang melekat dalam diri manusia, dalam arti seseorang berhak 
menentukan apa yang akan atau perlu dilakukan atas dirinya (tubuhnya). 
Pasal di bawah ini berkaitan langsung dengan hak untuk menentukan diri 
sendiri, yang diatur dalamUndang-undang Nomor 39 Tahun 1999 LN 
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No.165 Tahun 1999, TLN No. 3886 tentang Hak Asasi Manusia dalam 
Bab V  Hak atas  kebebasan pribadi dalam pasal 21 menyebutkan bahwa:  
“setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik 
rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh 
menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya” 
Pasal di atas pada prinsipnya  mengemukakan hak-hak dasar dari 
manusia yang tidak boleh dilanggar termasuk hak-hak pribadinya yang 
tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Pasal tersebut sesungguhnya 
menjelaskan mengenai konsep dasar hak asasi manusia dimana terfokus 
pada hak kebebasan pribadi yang merupakan salah satu hak yang paling 
mendasar bagi setiap orang karena menyangkut juga hak untuk 
menentukan nasibnya sendiri. 
B. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus Euthanasia 
 Dokter sebagai tenaga kerja profesional bertanggung jawab dalam 
setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam 
menjalankan tugas profesionalnya, didasarkan pada niat baik yaitu 
berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang 
dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar 
profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien (Endang,2003). 
Tanggung jawab hukum dokter ada suatu keterikatan dokter terhadap 
ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung 
jawab pidana disini timbul bila pertama-tama dapat dibuktikan adanya 
kesalahan profesional, misalnya kesalahan dalam diagnosis atau 
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kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau perawatan. Dari segi hukum 
kesalahan atau kelalaian akan selalu berkaitan dengan sifat melawan 
hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu 
bertanggung jawab apabila dapat menginsafi makna yang kenyataannya 
dari perbuatannya. 
 Sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab ini, dalam 
menentukan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak perbuatan yang 
dilakukan itu  merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang 
dan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang 
dilakukan yaitu berupa dolus (kesengajaan) atau culpa (kelalaian) serta 
tidak adanya alasan pemaaf. Mengenai kelalaian mencakup dua hal yaitu  
karena melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau karena 
tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kesalahan atau 
kelalaian tenaga kesehatan dapat terjadi di bidang hukum pidana, diatur 
antara lain dalam: Pasal 346, 347, 359, 360, dan Pasal 386 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana. 
 Ada perbedaan kepentingan antara tindak pidana biasa dengan 
“tindak pidana medis”. Pada tindak pidana biasa yang terutama 
diperhatikan adalah “akibatnya”, sedangkan pada tindak pidana medis 
yang terutama diperhatikan adalah “penyebabnya”. Walaupun berakibat 
fatal, tetapi jika tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan maka dokternya 
tidak dapat dipersalahkan. Beberapa contoh dari criminal malpractice 
yang berupa kesengajaan adalah melakukan aborsi tanpa indikasi medis, 
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membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan terhadap 
seseorang yang sedang dalam gawat darurat, melakukan Euthanasia, 
menerbitkan surat keterangan dokter yang tidak benar, membuat visum et 
repertum yang tidak benar dan memberikan keterangan yang tidak benar 
di sidang pengadilan dalam kapasitas sebagai ahli. 
 Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa terdiri dari kejahatan 
terhadap tubuh atau penganiayaan yaitu mulai pasal 351 sampai dengan 
pasal 361, dan kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan, mulai pasal 
338 sampai dengan pasal 350. Dalam hal euthanasia, dapat terjadi 
pelakunya diancam dengan pasal 338 tentang pembunuhan, pasal 340 
tentang pembunuhan berencana, pasal 344 tentang pembunuhan yang 
dilakukan karena permintaan si korbal dan pasal 345 tentang bantuan 
bunuh diri. KUHP tidak menyebut sama sekali istilah euthanasia. 
 Ditinjau dari sisi hukum, kasus euthanasia dapat dianggap suatu 
pembunuhan. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana; seseorang 
dapat dipidana atau dihukum apabila ia menghilangkan nyawa orang lain 
dengan sengaja ataupun karena kekurang hati-hatiannya. Ketentuan 
pelanggaran pidana yang berkaitan langsung dengan euthanasia aktif 
terdapat pada pasal 344 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut: 
“Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan 
orang itu sendiri, yang disebutnya dengan nyata dan dengan 
sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas 
tahun.” 
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Ketentuan ini harus diingat oleh kalangan kedokteran sebab 
walaupun terdapat banyak alasan yang kuat untuk membantu pasien, 
namun ancaman pidana ini tetap harus dihadapinya. Dalam kasus 
euthanasia kemungkinan besar kredibilitas saksi sangatlah rendah, 
karena suasana pengambilan keputusan pelaksanaan euthanasia 
melibatkan keluarga korban yang telah menyetujui dilakukan atau bahkan 
mereka yang meminta. 
 Akan lain halnya bila pembunuhan itu dilaksanakan dengan 
sengaja, seperti yang dirumuskan pada pasal 388 KUHP atau bahkan 
direncakanan terlebih dahulu seperti yang tercantum dalam pasal 340 
KUHP. 
 Pasal 338 KUHP: 
 “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang 
lain, diancam, karena permbunuhan, dengan pidana penjara paling 
lama lima belas tahun.” 
 Pasal 340 KUHP: 
“Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, 
menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena pembunuhan 
direncakanan (moord) dengan hukuman mati atau penjara paling 
lama seumur hidup atau penjara sementara paling lama dua puluh 
tahun.” 
 Dalam hal euthanasia aktif langsung dimana permintaannya oleh 
karena suatu hal misalnya karena pasien sudah tidak sadar dalam jangka 
waktu yang lama, dilakukan oleh keluarga pasien, maka pasal 338 atau 
bahkan pasal 340 dapat diancamkan kepada dokter yang melakukannya. 
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 Dalam naskah rancangan KUHP 1992 pasal 445 mengenai 
merampas nyawa, pembunuhan atas permintaan sendiri: 
“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang 
itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau 
atas permintaan keluarga dalam hal orang itu sendiri tidak sadar, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” 
 Dalam penjelasannya pasal ini menunjuk pada bentuk euthanasia 
aktif. Tidak dirumuskan bentuk euthanasia pasif, oelh karena dunia 
kedokteran dan masyarakat tidak menganggap hal itu sebagai suatu 
perbuatan anti sosial. Meskipun ada kata-kata “atas permintaan orang itu 
sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati” namun 
perbuatan itu tetap diancam dengan pidana. Hal ini untuk mencegah 
kemungkinan yang tidak dikehendaki misalnya oleh si pembuat justru 
diciptakan suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga timbul suatu 
permintaan untuk merampas nyawa dari yang bersangkutan. 
 Dalam hal euthanasia kepada pasien yang sangat menderita di 
rumah sakit, tujuan dari perbuatan ini tidak sengaja membunuh 
seseorang, namun tujuan utamanya menolong menghilangkan atau 
menghentikan penderitaan yang menurut si pelaku sudah tidak ada jalan 
lain untuk diambil, kecuali kematian. 
 Tujuan ini sebetulnya menjadi sangat penting, mengingat melihat 
pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta 
dan nyawa, terutama tentang penganiayaan, maka harus dilihat apa 
tujuannya. Walaupun seseorang menyakiti orang lain, jika dengan tujuan 
70 
tidak untuk menganiaya namun untuk tujuan yang baik, seperti dokter 
mengoperasi pasien, guru memukul murid untuk mendidik, hal tersebut 
menjadi kehilangan sifat melawan hukumnya. Euthanasia di rumah sakit 
jelas direncanakan dan pasti sudah ditimbang-timbang secara cukup, 
kalau perlu sudah meminta nasehat teman sejawatnya. 
 Pasal 359 KUHP: 
“Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang 
dihukum penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama 
satu tahun.” 
 Pada euthanasia aktif tidak langsung, seorang dokter yang 
walaupun tujuan utamanya mengurangi penderitaan pasien dengan 
menyuntikkan pengurang rasa sakit yang dilakukan dengan dosis tinggi, 
tetapi dokter yang bersangkutan juga pasti mengetahui bahwa dengan 
dosis setinggi itu pasien dapat meninggal. Perbuatan euthanasia jenis ini 
bukan suatu kelalaian tetapi kesengajaan, mengingat ada jenis 
kesengajaan, yaitu: sengaja sebagai maksud, sengaja akan kesadaran 
pasti, dan sengaja akan kemungkinan. 
 Pasal 55 KUHP: 
Ayat (1) : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa 
pidana: 
Ke-1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan 
atau turut melakukan perbuatan itu; 
Ke-2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah 
memakai keuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman 
atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya 
upaya atau keterangan sengaja membujuk untuk melakukan 
suatu perbuatan (KUHP 163 bis, 263s). 
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Ayat (2) : Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2 itu yang 
boleh dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang 
dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya 
(KUHP 51, 57 – 4, 58)”. 
Persoalan euthanasia, dokter atau tenaga kesehatan lain yang 
melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan akan dihukum 
sebagai orang yang melakukan pidana, atau juga sebagai orang yang 
salah memakai kekuasaan atau pengaruh. 
Pasal 56 KUHP 
“Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 
(1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan 
dilakukan; 
(2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau 
keterangan untuk melakukan kejahatan.” 
Pasal 57 KUHP 
(1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap 
kejahatan, dikurangi sepertiga. 
(2) Jika  kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 
lima belas tahun. 
(3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya 
sendiri. 
(4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan 
hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar 
olehnya, beserta akibat-akibatnya. 
Dalam hal membantu euthanasia, maka kalau euthanasia dianggap 
sebagai suatu kejahatan berarti yang membantu akan dapat dikenakan 
Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP tersebut. Ini dapat saja dilakukan oleh 
dokter, perawat atau keluarga pasien. 
 Dalam hal praktik medis termasuk euthanasia, perawat akan dapat 
membantu dokter menyelesaikan tugasnya. Keberhasilan perawat dalam 
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menjalankan tugasnya tentu sangat tergantung dari pendidikannya, lebih 
tinggi pendidikan perawat itu akan lebih baik dalam menjalankan 
tugasnya. 
 Pasal 345 KUHP: 
“Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk 
membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau 
memberikan daya upaya itu jadi bunuh diri, dipidana penjara paling 
lama empat tahun.” 
 Pasal ini mengingatkan kepada dokter, jangankan melakukan 
euthasania aktif yang menurut pendapat kebanyakan orang merupakan 
pembunuhan, menolong atau memberikan daya upaya ke arah perbuatan 
itu saja sudah mendapat ancaman pidana. Kata-kata menolongnya atau 
memberikan daya upaya dapat dihubungkan dengan peristiwa munculnya 
kemauan untuk melakukan euthanasia. Seorang pasien atau keluarganya 
pasti kurang mengetahui cara-cara atau jalan untuk melepaskan diri dari 
penderitaannya. Tenaga medis atau tenaga kesehatan lainlah yang lebih 
mengetahuinya, jika dihubungkan dengan peristiwa euthanasia. Dalam hal 
pasien dan atau keluarganya kebingungan, maka kata-kata yang menurut 
mereka merupakan nasehat untuk melakukan euthanasia guna 
menyelesaikan masalahnya, akan sangat berarti bagi mereka. Perbuatan 
tenaga kesehatan tersebut jelas dapat digolongkan dalam pengertian 
menolongnya atau memberikan daya upaya. 
 Pasal 304 KUHP: 
“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan 
seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang 
berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan 
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kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah.” 
 Pasal 306 KUHP: 
“(2) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 
mengakibatkan luka-luka yang berat, yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. 
(3) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama 
sembilan tahun.” 
 Pasal 531 KUHP: 
“Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang 
menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan 
kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya 
atau orang lain, diancam, jika orang itu kemudian meninggal, 
dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” 
 
 Perbuatan melakukan euthanasia pasif dapat dikaitkan dengan 
keberadaan pasal-pasal ini, bahkan juga untuk peristiwa pulang paksanya 
seorang pasien yang sakit parah, yang kemudian diizinkan oleh dokternya 
atau sering disebut sebagai euthanasia semu. Memang keadaan terakhir 
ini pasti tenaga kesehatan akan beralasan menghormati hak pasien, 
padahal yang lebih mengetahui akibat dari peristiwa pulang paksanya 
pasien tersebut adalah dokternya. Sebetulnya keadaan ini dapat 
diringankan dengan usaha perawatan dirumah. Peristiwa seperti ini jika 
terjadi akan dapat dikatakan sebagai euthanasia pasif atau euthanasia 
semu dan berarti terjadi pembiaran sehingga pasien meninggal dunia. 
Kejadian ini akan dapat dikenakan pasal-pasal ini, sedangkan untuk pasal 
531, berkaitan dengan pelanggaran teradap orang yang memerlukan 
pertolongan. 
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Dari semua analisis di atas, secara yuridis, euthanasia, terutama 
euthanasia aktif memang merupakan tindak pidana, namun tidak semua 
orang yang melakukan tindak pidana harus dihukum. Dalam KUHP bab III 
tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan 
pidana, terutama pasal 48, yang berbunyi: “barang siapa melakukan 
perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Dalam hal 
pasien yang sudah tidak dapat disembuhkan secara medis, tentu dokter  
yang merawatnya akan sangat kasihan bahkan dapat menderita batinnya, 
sudah tidak ada cara lain yang dapat digunakan untuk menuntaskan 
penderitaan pasiennya. Ini merupakan suatu pengaruh daya paksa secara 
psikis. Istilah daya paksa dalam pasal 48 KUHP umumnya ditafsirkan 
sebagai daya paksa secara fisik, tetapi melihat perkembangan situasi dan 
kondisi serta ilmu dan teknologi kedokteran yang semakin maju, maka 
dengan memakai cara penafsiran secara ekstensi, pengaruh daya paksa 
ini dapat ditafsirkan sebagai daya paksa fisik dan psikis. Merujuk pada 
pernah dilakukannya penafsiran secara ekstensi pula terhadap benda 
yang tadinya hanya benda yang berwujud menjadi benda yang berwujud 
dan benda tidak berwujud, misalnya pada pencurian arus listrik. 
 Dengan demikian dokter yang melakukan euthanasia dapat 
dianggap telah melakukan pelanggaran pidana atau telah melakukan 
tindak pidana, tetapi dokter yang bersangkutan tidak dibebani tanggung 
jawab pidana, atau mendapatkan keringanan bahkan pembebasan 
hukuman berdasarkan penafsiran pasal 48 KUHP secara ekstensi. Atas 
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dasar pemikiran tersebut harus ada peraturan perundangan yang cukup 
kuat yang mengatur tentang euthanasia, baik syarat-syarat 




















Berdasarkan hasil pembahasan Skripsi yang berjudul “Euthanasia Ditinjau 
Dari Hukum Pidana Dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 
Hak Asasi Manusia” yang telah dibahas maka dapat diuraikan kesimpulan 
sebagai berikut yaitu : 
1. Praktik euthanasia sangat bertentangan dengan hak asasi manusia di 
Indonesia karena melanggar hak hidup seorang pasien yang ingin 
mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya walaupun penyakit yang 
dideritanya secara medis tidak dapat disembuhkan. Hak hidup 
seseorang dilindungi dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia, namun ada hak dasar yang menjadi 
alasan mengapa praktik euthanasia pasif bisa terjadi, yaitu hak untuk 
menentukan diri sendiri dan hak kebebasan pribadi untuk tidak 
menerima pengobatan sebagai pasien yang bertujuan untuk mengakhiri 
hidup sendiri.  
2. Dokter yang melakukan euthanasia aktif dapat dipidana sesuai pasal 
338, 340, dan 344 KUHP. Dokter yang melakukan euthanasia aktif tidak 
langsung dapat dipidana sesuai pasal 359. Dokter yang melakukan 
euthanasia pasif dapat dipidana sesuai pasal 345, 304, 306 dan 531 
KUHP. tetapi dokter yang bersangkutan tidak dibebani tanggung jawab 
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pidana, atau mendapatkan keringanan bahkan pembebasan hukuman 
berdasarkan penafsiran pasal 48 KUHP secara luas. Belum ada 
pengaturan tentang praktik euthanasia secara khusus, baik euthanasia 
aktif maupun pasif secara khusus dan eksplisit dalam hukum positif di 
Indonesia tentang mana yang boleh, mana yang dilarang, yang 
diharuskan dan sanksinya. Oleh karena itu, apabila terjadi kasus 
euthanasia maka hukum yang diberlakukan adalah hukum pidana 
secara implisit saja. pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana untuk kasus euthanasia tentu dapat digunakan dan paling tidak 
mendekati apabila terjadi kasus Euthanasia. Dan berdasarkan hasil 
wawancara dengan narasumber, Praktik euthanasia bisa terjadi bukan 
hanya karena ada niat dari tenaga medis dan pasien, melainkan karena 
fasilitas medis di Indonesia yang belum memadai dan merata untuk 
kepentingan penyembuhan pasien. 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Segera dibuat peraturan tentang praktik euthanasia secara khusus, 
baik euthanasia aktif maupun pasif secara khusus dan eksplisit 
dalam hukum positif di Indonesia tentang mana yang boleh, mana 
yang dilarang, yang diharuskan dan sanksinya. 
2. Diharapkan kepada para dokter agar senantiasa menjaga nilai-nilai 
luhur sebagai petugas kesehatan yang menjunjung tinggi 
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profesionalitas berdasarkan standar yang diatur oleh kode etik 
kedokteran. 
3. Diharapkan kepada para masyarakat umum agar senantiasa tidak 
cepat berputus asa akibat penyakit yang diderita, karena tenaga 
medis akan selalu melakukan tindakan yang terbaik guna 
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